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BUPATI KLATEN,

bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam
menyelenggarakan wusaha di bidang jasa konstruksi
diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari
Pemerintah Daerah melalui pemberian I1zin;

bahwa sektor jasa konstruksi kabupaten Klaten
merupakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan
bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau
prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna
menunjang terwujudnya tujuan pembangunan;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta untuk
menyesuaikan dengan kondisi penyelenggaran Jasa
Konstruksi di daerah perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15
Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan hurf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Jasa Konstruksi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



10.

11.
12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Klaten.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Klaten.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
pekerjaan konstruksi.

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu
bangunan.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa
konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, badan usaha atau masyarakat dan dapat melalui pola kerja sama
untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau
meningkatkan kemanfaatan bangunan.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada
Penyedia Jasa.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang
mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan adalah
pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja

konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan
dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil
Jasa Konstruksi.

Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap
klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi
termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi
asing.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar
khusus.

Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi
tenaga kerja konstruksi.

Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada
usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa
Konstruksi.

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah
izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan

kegiatan Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

o P

o o

5 o0a O

[y

m.

kejujuran dan keadilan;
manfaat;

kesetaraan;

keserasian;

keseimbangan;
profesionalitas;
kemandirian;

keterbukaan;

kemitraan;

keamanan dan keselamatan;
kebebasan;

pembangunan berkelanjutan; dan

wawasan lingkungan.



Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a.

memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk
mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi dan
hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin
kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa
Konstruksi;

menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan
publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan

Jasa Konstruksi.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah berwenang:

a.

b.

(1)

(2)

menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
menyelenggarakan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah
kabupaten;

menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional perorangan, kualifikasi
kecil, menengah, dan besar; dan

mengawasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan

Jasa Konstruksi.

Pasal 5
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.
Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. pengguna jasa;

a
b. asosiasi perusahaan;

o

asosiasi profesi;

o

perguruan tinggi;



e. pakar;
f. pelaku rantai pasok; dan

g. pemerhati konstruksi.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Struktur Usaha Jasa Konstruksi
Paragraf 1

Umum

Pasal 6
Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan

b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha
Pasal 7
Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi;

Pasal 8
(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a meliputi:
a. umum,; dan
b. spesialis.
(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
a. arsitektur;
b. rekayasa;
c. rekayasa terpadu; dan
d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan



b. pengujian dan analisis teknis.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi
yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengkajian;

b. perencanaan;

c. perancangan;

d. pengawasan; dan/atau

e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi
yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. survei;
b. pengujian teknis; dan/atau

c. analisis.

Pasal 9
(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b meliputi:
a. umum; dan
b. spesialis.
(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil.
(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
a. instalasi;
b. konstruksi khusus;
c. konstruksi prapabrikasi;
d. penyelesaian bangunan; dan
e. penyewaan peralatan.
(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang
bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan;
b. pemeliharaan;
c. pembongkaran; dan/atau

d. pembangunan kembali.



(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang
bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik

lainnya.

Pasal 10
(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf ¢ meliputi:
a. bangunan gedung; dan
b. bangunan sipil.
(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rancang bangun; dan

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 11
Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dilakukan dengan
memperhatikan perubahan klasifikasi produk konstruksi yang berlaku secara

internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 12
(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok
sumber daya konstruksi.
(2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan

berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,
perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha rantai pasok sumber
daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal

12 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Paragraf 3
Bentuk dan Kualifikasi Usaha
Pasal 14
Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan

usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 15
(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
terdiri atas :
a. kecil,
b. menengah; dan
c. besar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi
Pasal 16
(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa
Konstruksi pada segmen pasar yang :
a. berisiko kecil;
b. berteknologi sederhana; dan
c. berbiaya kecil.
(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang

keahliannya.

Pasal 17
Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa
Konstruksi pada segmen pasar yang:
a. berisiko sedang;
b. berteknologi madya; dan/atau

c. berbiaya sedang.



Pasal 18
Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) huruf ¢ yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa
Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada
segmen pasar yang :
a. berisiko besar;
b. berteknologi tinggi; dan/atau

c. berbiaya besar.

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko,
teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan
Pasal 18 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Ketiga
Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 20
(1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda
Daftar Usaha Perseorangan.
(2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa

Konstruksi wajib memiliki I1zin Usaha Jasa Konstruksi.

Paragraf 2
Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha
Pasal 21
Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha orang perseorangan yang
berdomisili di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 22
Izin Usaha sebagaimana dimasud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang berdomisili di Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku untuk
melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik

Indonesia.

Paragraf 3
Sertifikat Badan Usaha
Pasal 24
(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki
Sertifikat Badan Usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Paragraf 4
Tanda Daftar Pengalaman
Pasal 25
(1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus
memiliki registrasi pengalaman.
(2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui registrasi pengalaman sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Keempat
Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 26

(1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dapat dilakukan melalui Usaha Penyediaan Bangunan.

(2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung dan Usaha Penyediaan Bangunan
sipil.

(3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai

melalui investasi yang bersumber dari:



a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. badan usaha; dan/atau
d. masyarakat.

(4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

BAB IV
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Pengikatan Jasa Konstruksi
Pasal 27
(1) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau
melalui pengikatan Jasa Kontruksi.
(2) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas :
a. Pengguna Jasa; dan
b. Penyedia Jasa.
(3) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. orang perseorangan; atau
b. badan.
(4) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip

persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Bagian Kedua
Pemilihan Penyedia Jasa
Pasal 28
Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 29
(1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang

menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan daerah dilakukan dengan



cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan

langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui prakualifikasi, pascakualifikasi, dan tender cepat.

(3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sudah tercantum dalam
katalog.

(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal :

a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia
Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang
hak;

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan
keselamatan negara;

d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

e. kondisi tertentu.

(5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
paket dengan nilai tertentu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan penyedia jasa diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam pengikatan
hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan :
a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup pekerjaan;

b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;
c. kinerja Penyedia Jasa; dan
d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

(2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang
menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna
Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal.

(3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31
Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilarang
menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk
kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara

elektronik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa
Pasal 32

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
harus:
a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;
b. memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;

dan
c. mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi

organisasi proyek.

Pasal 33

(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat
diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat
spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
Pengguna Jasa.

(3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi
menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan
penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.

(4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban

sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 34
(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau
Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat
biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.



(2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil
pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai

dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Paragraf 2
Pembiayaan Jasa Konstruksi
Pasal 35

(1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai
dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha,
dan/atau masyarakat.

(3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuktikan dengan:

a. kemampuan membayar; dan/atau
b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.

(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga
keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen
lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung dengan jaminan melalui

perjanjian kerja sama.

Pasal 36

(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan
kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf a, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan
hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

(2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak
melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa
secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak
Kerja Konstruksi.

(3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan

melalui komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia



Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan
produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk
memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen
pemilihan Penyedia Jasa.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaminan penawaran,;

b. jaminan pelaksanaan;

c. jaminan uang muka;

d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
e. jaminan sanggah banding.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa
syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu
setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa.

(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh
lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan
penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memperhatikan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi baik nasional maupun internasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perjanjian Penyediaan Bangunan
Pasal 38
(1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak lain.



(2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian
penyediaan bangunan.

(3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas :

a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan
b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.

(4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. orang perseorangan; atau
b. badan.

(5) Usaha Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dengan badan usaha dan/atau masyarakat.

(6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN
KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Pasal 39

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan keberlanjutan.

(2) Dalam memenuhi Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa
dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan
atas :

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran,
dan/atau pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran,
dan/atau pembangunan kembali;

d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau



e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
(3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
a. standar mutu bahan;
b. standar mutu peralatan;
c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

o

standar operasi dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa
Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk
setiap produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang

rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Bagian Kedua
Kegagalan Bangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 40
(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat
menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
penilai ahli.
(3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 41
Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang disebabkan kesalahan

Penyedia Jasa.

Paragraf 2
Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan
Pasal 42

(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam
jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.

(2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas
Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

(3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi
setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam
Kontrak Kerja Konstruksi.

(5) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan

Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan.

BAB VI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Pemberian [UJK
Pasal 43
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :
a. mengedepankan pelayanan prima;
b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan

c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 44
(1) Setiap Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan

usaha dalam bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki izin dari Bupati.
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Bupati memberikan Izin kepada badan usaha atau orang perseorangan
yang telah memenuhi persyaratan.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IUJK yang diberikan
kepada Badan Usaha atau orang perseorangan yang berdomisili di Daerah.
IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berbentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang.

IUJK yang diberikan kepada Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan dalam bentuk kartu yang ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang.

Kewenangan pemberian IUJK kepada orang perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang
membidangi Perizinan.

[UJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan

kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 45

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana
yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru, perpanjangan
dan perubahan data diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari
Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.

Perangkat Daerah pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang
dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Layanan Perizinan
Pasal 46
Perangkat Daerah melakukan pelayanan pemberian Izin Usaha
berdasarkan permohonan secara tertulis.
Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Permohonan izin baru;
b. Perpanjangan izin;
c. Perubahan data; dan

d. Penutupan izin.
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Bagian Ketiga
Penanggung Jawab dan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
Pasal 47

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau
penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang
bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau
penanggung jawab badan usaha pada BUJK lain apabila BUJK tersebut:
a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat.
BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung
Jawab Teknik Badan Usaha.
Penanggung jawab teknik badan wusaha jasa perencanaan, jasa
pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan
dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja
konstruksi.
Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan
Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada
suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha
orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi
yang sama
Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di
wilayah Daerah dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota
yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48
BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah
Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan
klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki fotocopy IUJK
yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk

berdomisili.
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Bagian Keempat
Pemberian [UJK
Pasal 49
Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk menerbitkan IUJK melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK dengan melakukan
verifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK
Pasal 50

[UJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku serta diregistrasi setiap
tahun sekali.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan
apabila BUJK/orang perseorangan yang bersangkutan dalam kurun waktu
berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Apabila dilakukan perubahan data maka [IUJK baru mempunyai masa

berlaku sama dengan IUJK lama.

BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK
Pasal 51

Pemegang IUJK berhak:

a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan

b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

(1)

Pasal 52

Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:

a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi
bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen
bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang
berlaku;

b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat

biaya, mutu dan waktu.

Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib

menghasilkan produk konstruksi yang memenuhi standar hasil karya yang

berlaku sesuai peraturan jasa konstruksi, spesifikasi dan disain dalam
kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.

Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak

dan dilarang memindahtangankan kontrak kepada pihak lain atau pihak

ketiga.

Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan

disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada

ketentuan keteknikan.

Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:

a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang
Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah
terjadinya perubahan data;

b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat
Daerah pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor [UJK di
kantor tempat BUJK berdomisili.

Pemegang IUJK wajib bertanggungjawab atas jasa yang dilakukan sesuai

ketentuan yang berlaku.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 53
Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK,
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada
Bupati, Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di
Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.
Perangkat Daerah yang memanf aatkan BUJK/orang perseorangan wajib

melakukan penilaian kinerja pelaksanaan kontrak dan melaporkan



penilaian kinerja tersebut kepada penerbit IUJK disertai tembusan kepada
Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi sebagai bahan
pertimbangan dalam memberikan rekomendasi..

(3) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara
berkala .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan
Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Klasifikasi dan Kualifikasi
Pasal 54
(1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang
terkait Jasa Konstruksi.
(2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:
a. operator;
b. teknisi atau analis; dan
c. ahli.
(3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil
Pasal 55
(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan
kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi
Kerja.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
meningkatkan produktivitas kerja sampai dengan mendapatkan sertifikat.
(3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



Bagian Ketiga
Sertifikasi Kompetensi Kerja
Pasal 56

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi
wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diregristasi sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan
tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

(4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh lembaga sertifikasi profesi.

(5) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Pasal 57
(1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5)
dapat dibentuk oleh:
a. asosiasi profesi terakreditasi; dan
b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Upah Tenaga Kerja Konstruksi
Pasal 58
Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja
berhak atas imbalan yang diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keenam
Tenaga Kerja Konstruksi Asing
Pasal 59

(1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana

penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

(2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan konstruksi di
daerah hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan dipekerjakan
oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki

surat tanda registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi asing menurut

hukum negaranya.

(5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih
pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh
pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Profesi
Pasal 60
Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa Konstruksi harus

bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya.

BAB VIII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembinaan
Pasal 61
Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak hanya di

wilayah Daerah; dan



b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi

nasional di Daerah.

Pasal 62
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang pembinaan jasa
konstruksi.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61,

Pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 63
Pembiayaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah dapat
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 64
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan; dan

c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan

Jasa Konstruksi.

BAB IX
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
Pasal 65
(1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang
terintegrasi.
(2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:



a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan Pemerintah
Daerah; dan

c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh
masyarakat jasa konstruksi.

(3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan
Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas
pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 66
Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 67

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa
Konstruksi dengan cara mengakses informasi dan keterangan terkait
dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan
masyarakat.

(2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah
Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

(3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 68
Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa

Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.



BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69

Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha
Perseorangan atau Setiap badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban
memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa peringatan

tertulis.
Pasal 70

Setiap badan wusaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki
Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 71

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja
konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan
standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2)

dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 72

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk
pembangunan kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau
pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai

sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 73

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau



C.

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

Pasal 74

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
c. pembekuan izin; dan/atau

d. pencabutan izin.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam memberikan

pengesahan atau persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
c. pembekuan izin; dan/atau

d. pencabutan izin.

Pasal 75

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau

memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

dikenai sanksi administratif berupa:

a.

b.

peringatan tertulis;

denda administratif;

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
pencantuman dalam daftar hitam,;

pembekuan izin; dan/atau

pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3833), tetap menjalankan tugas sertifikasi dan
registrasi badan wusaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan
terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya Ditetapkan di Klaten
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH pada tanggal 31 Desember 2018
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI KLATEN,
Cap
ttd Cap
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM d
Pembina Tk. | tt
NIP. 19710724 199003 2 001 SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 27
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (27/2018)



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten , jasa
konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa
konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik
lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi
mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama
bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan,
jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan
berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Keberadaan pelaku usaha Jasa konstruksi diharapkan semakin
mampu mengembangkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan
terlebih di tingkat nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung
oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan
konstruksi yang berkualitas.

Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan
menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif,
sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya
kemitraan yang sinergis antara penyedia jasa, baik yang berskala besar,
menengah dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan
terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa
konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa
dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak
diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana
terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang
usaha jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan
peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan

bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi



II.

pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan, hal
ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian
dan ketrampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha
yang profesional.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa
dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan
terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang
berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah diuraikan
di atas Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi yang
terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh sebagai landasan hukum bagi
Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi, yang
didalamnya antara lain pemberian perizinan .

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat bahwa Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tentang Izin Tanda
Daftar Usaha Dan Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini maka perlu

untuk segera disempurnakan .

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi” adalah bagian
dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan

yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi antara lain asosiasi



perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar,
pelaku rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.



Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.



Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.



Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.



Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 189.



